BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Sosial

Provinsi Bengkulu Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2010 Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Perspektif Siyasah Duturiyah, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu telah menjalankan perannya
sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan
melalui berbagai program, seperti Program Keluarga
Harapan (PKH), dengan mengacu pada prinsip-prinsip
fasilitatif, edukasional, representasional, dan  teknis.
Implementasi program-program tersebut terbukti mampu
memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka
kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima
manfaat, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia
di  Provinsi Bengkulu, khususnya pada kelompok
masyarakat sangat miskin dan kelompok disabilitas. Namun

secara keseluruhan, peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
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dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010 belum berjalan dengan baik dan perlu meningkatkan
sesuai dengan rencana pemerintahan atau sesuai dengan
tujuan pemerintahan, dan juga masih perlu ditingkatkan
melalui sinergi antar pihak terkait dan perbaikan pada aspek
perencanaan serta pelaksanaan program agar tujuan
penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara maksimal
di Provinsi Bengkulu.

2. Bahwasanya didalam  Siyasah Dusturiyan mengenai
permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan
fungsi dan kewenangan negara dalam bentuk amanah yang
harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Siyasah
dusturiyah menekankan pentingnya keadilan, transparansi,
dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, serta
menuntut pemerintah untuk memastikan hak-hak dasar
masyarakat miskin terpenuhi sesuai prinsip keadilan sosial
dan ajaran Islam.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut:



1.

Bagi pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu perlu
meningkatkan  koordinasi, = memperkuat  sistem
monitoring dan evaluasi dengan berbagai instansi
terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,
agar pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 15
Tahun 2010 dalam penanggulangan kemiskinan dapat
berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Bagi masyarakat diharapkan dapat aktif berpartisipasi
dalam program-program yang dijalankan oleh Dinas
Sosial dengan memanfaatkan bantuan dari Dinas sosial
secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan
keluarga dan keluar dari kemiskinan. Masyarakat perlu
meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai
pentingnya Pendidikan dan Kesehatan sebagai Syarat
dalam program bantuan bersyarat dan masyarakat
diharapakan dapat membangun komunikasi dan kerja
sama yang baik dengan pihak Aparat Pemerintah dan
Dinas social guna menyampaikan kendala dan

kebutuhan yang dihadapi.
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